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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI
PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik
bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari
tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan Kkesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi,
komunikasi, dan informasi mendorong kerja sama
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Mengingat

1.

pengembangan industri pertahanan;

bahwa untuk meningkatkan kerja sama
pengembangan industri pertahanan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki,
pada tanggal 29 Juni 2010 di Ankara telah
ditandatangani Persetujuan tentang Kerja Sama
Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement
on Defense Industry Cooperation between the
Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Turkey);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
mengesahkan Persetujuan tentang Kerja Sama
Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement
on Defense Industry Cooperation between the
Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Turkey) dengan undang-
undang;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI
PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
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(AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF TURKEY).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement
on Defense Industry Cooperation between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Turkey) yang telah
ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2010 di Ankara yang naskah aslinya
dalam bahasa Indonesia, bahasa Turki, dan bahasa Inggris sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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PASAL |
TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk "kerjasama di bidang
Industri Pertahanan" antara Para Pihak, dengan mengembangkan kemampuan .
industri pertahanan kedua negara melalui kerjasama yang lebih efektif dalam hal
pengembangan, produksi, dan pengadaan barang dan jasa Pertahanan yang
berkaitan dengan dukungan logistik dan teknis.

PASAL NI
RUANG LINGKUP

Persetujuan ini; mencakup dasar dan prinsip-prinsip kerjasama bilateral "di
bidang industri Pertahanan" antara Para Pihak. Para Pihak akan memulai
kerjasama sesuai dengan peraturan nasional mereka masing-masing dan
prioritas Pertahanan.

PASAL I
PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. "Persetujuan” berarti Persetujuan Kerjasama Industri Perlahanan antara

- Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki.

' b "Informasi, Dokumen dan Bahan-Bahan yang bersifat Rahasia"

berarti informasi, dokumen, bahan-bahan dan proyek-proyek dengan tingkat

\ klasifikasi lebih tinggi daripada "TERBATAS" yang didefinisikan sesuai dengan

peraturan nasional masing-masing Para Pihak dalam kerangka tingkat

keamanan,

3. "Barang dan Jasa Industri Pertahanan" berarii persenjataan dan
peralatan militer, beserta dukungan logistik terkait, dan bahan-bahan sera jasa
yang diperlukan untuk penelitian, pengembangan dan Jasa yang diperlukan untuk
penelitian, pengembangan dan produksi peralatan tersebut,

4:_ "Tanggungan" berarti anggota keluarga para Personel Tamu yang mana
mereka bertanggung jawab sesuai dengan hukum nasionalnya (Suamifistri dan
anak-anak),

5; " Personel Tamu * berarti personel militer atau sipil yang ditugaskan oleh

IF’ara Pihak di wilayah Pihak lainnya untuk pelaksanaan Persetujuan ini,

6. = "Pejabat Militer / Sipil Seniar" berarti personel senior tingkat tertinggi
diantara Personel Tamu vang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan

8 Personel Tamu sebagaimana ketentuan yang berlaku dari Negara pengirim

dalam kerangka persetujuan ini.
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7. »Jaminan Kualitas” berarfi kualitas dan kegiatan-kegiatan yang
seyogyanya terjamin sehingga dapat menciptakan kualitas dalam produksi dan
jasa sistem Pertahanan,

B "Kerja sama" berarti kegiatan-kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip
hubungan timbal balik sesuai déngan isu-isu yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan-peratuan nasional Para Pihak dalam kerangka persetujuan ini.

9. “Negara Penerima" berarti Negara yang menerima personel, bahan dan
peralatan dari Negara Pengirim ke dalam wilayahnya dalam rangka pelaksanaan
‘Persetujuan ini.

10. "Megara Pengirim" berarti Negara yang mengirim personel, bahan dan
peralatan kepada Negara Penerima sesuai dengan tujuan Persetujuan ini,

11. "Layanan Teknis" berarti semua layanan terkail pengembangan,
produksi, pemeliharaan dan modifikasi bahan-bahan industri Pertahanan.

PASAL IV
BIDANG-BIDANG KERJASAMA

‘Para Pihak akan bekerjasama dalam bidang industri pertahanan sebagaimana
tersebut di bawah ini:

=3 Penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi ruang lingkup teknis
- yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata kedua negara dalam hal penelitian
‘bersama, pengembangan, produksi dan proyek medernisasi terhadap proyek
~‘apapun, pemeliharaan terencana dan tidak terencana, perbaikan, revisi,
‘modernisasi dan produksi, suku cadang, alat perkakas, bahan-bahan

. “pertahanan, sistem militer, demonstrasi teknis dan peralatan.

. Penerapan hasil penelitian bersama, pengembangan dan proyek produksi
'di bidang peralatan militer, di wilayah masing-masing Pihak,

3., Penelitian, produksi dan desain barang dan jasa di bidang industri
pertahanan,

4, - Penyedizan kondisi untuk program bersama dalam produksi,
- pehgembangan, teknologi dan modernisasi terhadap praduk industri pertahanan

| “dari kedua Pihak, dan jika disepakati juga dari negara ketiga,

5 Pelaksanaan penelitian bersama dan proyek-proyek pengembangan

§i| berdasarkan sumber daya iimiah di bidang industri pertahanan dalam rangka

I T ey e, bl T
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= memproduksi peralatan yang diperlukan baik secara bersama-sama atau yang
‘berkaitan antara kedua negara, dan pemenuhan kegiatan-kegiatan ini yang akan !
% diatur dalam lingkup pengaturan pelaksanaan dj bidang penelitian dan 2
L8 pengembangan dan teknologi anabila dikehendaki untuk ditandatangani antara :

kedua negara. 5

6.  Bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk
‘indusiri danésa pertahanan, serta modernisasi alat-alat perkakas dan peralatan
dari kedua Pihak,

7 Mendorong - tercapainya kesepakatan antara Para Pihak alas

pengembangan lebih lanjul dan produksi bersama persenjataan dan peralatan
teknis militer dan bag ian-bagiannya,

SeL Mendorong tercapainya kesepakatan antara Para Pihak mengenai

pengadaan dan produksi produk Industi Perlahanan dalam kerangka
ersetujian ini, 2

Lo

9 Penivalan produk akhir yang diperoleh bersama-sama dalam proyek- 2
#] provek umum untuk negara-negara ketiga sesuaj dengan kesepakatan bersama,

0. Pertukaran informasi ilmiah dan teknis, dokumen terkait dan informasi

mengenai standar industri Periahanan yang digunakan untuk jaminan kualitas
oieh Para Pihak,

11.  Kerjasama antara instansi feknis militer, perusahaan-perusahaan industri |3
¢! pertahanan dan fasilitas pemeliharaan, di bawah otorisasi darj Para Pihak, : 1 S

i
4
e

Pes3l 12, Partisipasi dalam pameran industi pertahanan dan simposium yang

dasar kesepakatan saling menguntungkan yang dihasilkan,

258! diselenggarakan oleh kedua negara,

mf : _13, Fenjualan atau pembelian yang saiing: menguntungkan dari pspduk ‘

gl Mdustri pertahanan dan layanan yang ftersedia dan berebih di persediaan [

#-El Angkalan Bersenjata kedua negara.

£

b | PASAL V

B PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN

i 8

el 1. Secara prinsip, para Pihak akan bekerjasama hanya dalam isu-isu yang t?
i,-':,h | berkaitan dengan bahan-bahan industi  pertahanan  mereka. Masuknya [ %
= §| ketertarkan negara-negara Ketiga untuk bekerjasama dapat dimungkinkan atas Fg
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2, Kegiatan-kegiatan harus diprakarsai melalui undangan resmi dikirim oleh
ketua bersama Pihak Penerima setidaknya tiga bulan sebelum tanggal yang
diusulkan sidang Komite.

3 Para Pihak harus menilai dan membuat keputusan untuk mengundang
negara-negara ketiga untuk berpartisipasi dalam proyek produksi bersama atas -
kesepakatan bersama.

4, Pelaksanaan rincian proyek pada bidang-bidang kerjasama, harus
‘ditetapkan melalui Protokol Pelaksanaan yang didasarkan pada persetujuan
hukum Masicnal Para Pihak.

5, Para Pihak harus menetapkan rincian pélaksanaan mengenai |
{| bidang/berbagai bidang kerjasama atas dasar dokumen-dokumen seperdi i
'_persetujuan pelaksanaan dan / atau protokol atau nota keinginan bersama.

PASAL VI
KOMITE BERSAMA

2 Komile Bersama (selanjutnya disebut sebagai "Komite"), di mana kedua
| belah pihak akan diwakili sama cleh anggota Kementerian Pertahanan Republik
- #| Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik  Turki, harus
- | ditetapkan untuk pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini.

2. Delegasi Kementerian Pertahanan Nasional Republik Indonesia akan
“dipimpin oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Fertahanan
-~ #| Republik Indonesia, sedangkan Delegasi Kementerian Pertahanan Republik
«&| Turki akan dipimpin oleh Wakil Deputi Teknologi dan Koordinasi Kementerian
1| « Pertahanan Nasional dan Direkiur Persenjataan Nasional.

1| 3. Kontak poin yang bertanggung jawab untuk organisasi dan koordinasi
d| kegiatan Komite adalah;

= Direktorat Teknologi dan Industri Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

| '« Departemen Industri Pertahanan Hubungan Luar Negeri, Kementerian
_ Pertahanan Nasional Republik Turki, dan

|
!
%

-4, Jumlah anggota dari setiap Pihak dalam Komite tidak boleh melebihi tujuh
|| orang. Beberapa ahli dapat dimasukkan dalam Komite melaksanakan hak yang
11 samadengan anggota lainnya, bila periu.

: I'.'E.- Pihak Tuan Rumah bertanggung jawab untuk organisasi pertemuan dan
* || pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

T
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6. Sesuai dengan Persetujuan ini, tugas dan kewajiban Komite adalah
‘sebagai berikut;

a Memilih dan menentukan bidang-bidang kerjasama yang nyata
sesuai Pasal IV Persetujuan ini,

b. Pemilihan proyek-proyek, yang harus dilaksanakan bersama, dan
identifikasi jenis yang paling sesuai dan metode kerjasama dalam
pelaksanaannya, -

G Pertukaran informasi untuk tujuan pemenuhan proposal kernasama
selama pelaksanaan program bersama,

d. Presentasi proposal, pendapat-pendapat dan rekomendasi tentang
partisipasi negara ketiga dalam proyek bersama kepada pemerintah
masing-masing,

g Persiapan dan edisi dokumen yang diperlukan untuk realisasi
proyek yang disetujui dan keputusan,
f: Pengawasan secara periodik atas realisasi proyek yang disetujui

dan keputusan-keputusan yang telah dibuat.

g. Megosiasi tentang usulan amandemen dan penilaian yang harus
dilakukan dalam Persetujuan ini untuk memberikan solusi dan menilal
masalah- masalah yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini dengan
memeriksanya.

il Semua topik-topik pada agenda Sidang Komite harus ditentukan dan
dikoordinasikan enam puluh (80) hari sebelum Sidang. Ketua delegasi akan
1| saling memberitahukan tentang pertanyaan dan isu-isu yang diperlukan untuk
. tibicarakan dalam agenda Sidang Komite.

] 8. Sidang Komite harus dilaksanakan saling bergantian sesuai jadwal yang
i| disetuui bersama sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Komite harus
diundang ke sidang oleh ketua delegasi yang bertanggung jawab untuk
organisasi dari periemuan-tersebut di atas sehingga untuk membahas agenda
yang disepakati bersama.

PASAL VII
PERLINDUNGAN HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak dan kewasjiban Para Pihak terkait kepemlhkan industrial dan kekayaan
intelektual, hak produksi dalam wilayah masing-masing, penerimaan lisensi
produk, penjualan ke negara ketiga dan perlindungan paten alas produk-produk

AR el e -

el e L L e A N R L T



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.186



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.186



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.186



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.186
13

7 Fersonel tamu dapat mengenakan pakaian seragam nasional mereka dj
tempat tugas mereka.

; PASAL XV
o HAL-HAL LUAR BIASA

1. Negara Pengirim harus memberiakukan haknya untuk mamanggil kembali
personel ketika dianggap peru. Dalam kasys tersebut, Negara Penerima harus
mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi prosedur ini secepat

murigkin.
2. - Dalam kasus kematian personil tamu atau tanggungan mereka, Negara

£5y il P-anerirna harus menginformasikan Negara pengirim, transfer mayat ke bandara
. 5| intemasional terdekat dan mengambil langkahdangkah sanitasi protektif yang

diperlukan.
PASAL Xvi
7 KLAIM GANTI RUGI
1 Setiap Pihak wajib melepaskan semua kiaim ganti rugi mereka terhadap

P}hak lainnya atas kerusakan {termasuk kehilangan) yang berdampak kepada
properti apapun, yang dimiliki oleh mereka dan digunakan oleh anghatan

i
|
kasus-kasus dimana kerusakan atau kerugian akibat kelalaian atau disenigaja i
tefadi kerusakan. Para Pihak saling menentukan apakah kerusakan atay |
kerugian yang disebablkan dalam rangka pelaksanaan tugas resmi, atau terjadi
karena kelalaian aiau kerusakan yang disengaja, f

»® 8l 2 Setizp Pihak waiib melepaskan semua Klaim ganti rugi mereka terhadap -
gl Pihak lainnya atas cedera atau kematian personel selama pelaksanaan tugas
resmi kecuali untuk kasus-kasus di Mana cedera atau peristiwa kematian terjadi

karena kelalaian atau kerusakan yang disengaja.
3. Untuk kasus-kasus lain, hukum Negara Penen'ma‘yang berlaku, /

FASAL Xvii A
PENYELESAIAN SENGKETA I!,
1.  Seliap sengketa yang timbul dari Persetujuan ini terkait penafsiran, atau g

i
penerapannya akan diselesaikan secara damai melalyi negosiasi oleh Para £
Pihak dalam Komile Bersama yang dibentuk sebagaimana pada Pasal VI. Para .':
Pihak tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional.
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iLC | IR sengketa tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat %
i] sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL Xvii
AMANDEMEN DAN REVISI

'ﬁ- ;
Salah satu Pihak dapat mengusulkan perubahan atau revisi Perselujuan
ini secara tertulis kepada Pihak iair?nya. Para Pihak akan memulai negosiasi

! o . i

' PASAL XIX
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

r -

1 Masa berlaku efektif Persetujuan ini adalah 5 lahun Kecual salsh saty | %
Pihak menyampaikan pemberitahuan pengakhiran 90 har sebeium berakhimya (
masa wakiu satu tahun berikutnya, Persetuuan ini akan tetap beraky untiik
jangka waktu satu tahun berikutnya. f

2 Salah satu Pihak dapal mengakhiri Persefujuan ini setiap saat dengan
mengirimkan pemberitahuan teriulis kepada Pihak lainnya melahyi saluran
diplomatik. Pengakhiran akan mulai berlaku efektif sembilan puluh {90) hari sejak
tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Pihak lainmya.

3. Hak-hak dan kewajiban Para Pihak vang timbul darj Persetujuan iri lerkait
wlaim dan perlindungan informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat
rahasia akan terus berlaku setelah berakhirmya Persetujuan ini.

PASAL XX
MASA BERLAKU

Persetujuan ini mulai  berlaky efeklif sejak tanggal penerimazn
pemberitahuan terlulis terakhic dari salah saiu Pihak kepada Pihak lainnya,
melalui saluran diplomstik, yang menyatakan bahwa prosedur hukum internal
yang dibuuthkan bagi berlakunya Persetujuan inj telah diselesaikan.
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